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PROFIL DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG 

DAN PERTANAHAN TAHUN 2025

Jumlah ASN (PNS dan PPPK)

= 222 Orang

Laki - Laki

Perempuan

= 166 Orang

= 56 Orang

Persentase Perbandingan 

PNS dan PPPK

Perbandingan Jumlah 

Pegawai berdasarkan Kelas 

Jabatan



Tujuan Renstra :

Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Publik

Sasaran Renstra :

Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana 
infrastruktur Ke-Puan yang andal, berkelanjutan, dan 

terintegrasi dengan tata ruang serta terpenuhinya 
pengadaan tanah secara tepat waktu untuk mendukung 
pelayanan publik yang berkeadilan dan pembangunan 

strategis daerah.

Tujuan Renstra :

Meningkatkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur 
dan Konektivitas Antar Wilayah

Sasaran 2 :

Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Publik

RENSTRA DAN RENJA DALAM RANGKA PENCAPAIAN 
TARGET DAN SASARAN RPJMD DAN RKPD

RPJMD RENSTRA



ISU STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN 
RUANG DAN PERTANAHAN

Belum efektifnya tata 

kelola dinas dalam 

mendukung pelayanan 

tugas dan fungsi

Belum optimalnya 

penyelenggaraan 

penataan ruang 

yang berkelanjutan

Belum optimalnya kualitas, 

cakupan, dan pemerataan 

infrastruktur dasar Untuk 

mendukung pelayanan publik, 

dan pertumbuhan wilayah

Belum optimalnya dukungan fasilitasi 

pengadaan tanah dalam mendukung 

pembangunan daerah



SANDINGAN PAGU
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Tahun 2025

RPJMD Perubahan
Rp 353.273.162.147

RENSTRA Perubahan
Rp 353.273.162.147

KUPA PPAS
Rp 138.287.266.653

KUA PPAS
Rp 162.639.194.320

APBD Murni
Rp 172.910.222.025

APBD Perubahan
Rp 138.175.806.364
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RINGKASAN CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Tahun 2025
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Program Kegiatan Sub Kegiatan

10 22 63

Pagu APBDP TA. 2025 Realisasi TA. 2025 Tunda Bayar TA.2025 Silpa TA. 2025

138.175.806.364,00 102.786.972.764,14 25.845.416.671,69 9.528.505.113,45 

CATATAN : Realisasi Keuangan SPM Rp 128.647.301.250,55 (93,10%) Dan SILPA Sebesar Rp 9.528.505.113,45 (6,90%). 



KORELASI INDKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Tahun 2025

PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN

Program Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah Provinsi

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 

Kinerja SKPD

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Penyediaan Bahan/Material

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Fasilitasi Kunjungan Tamu

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD



KORELASI INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Tahun 2025

PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

Provinsi

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah

Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 

Daerah

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 

Listrik

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan 

Kantor

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Pemeliharaan,  Biaya 

Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan 

Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana

Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya



KORELASI INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Tahun 2025

PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN

Program Pengelolaan Sumber Daya Air

Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai 

pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten / 

Kota

Pembangunan Tanggul Sungai

Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas 

Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi

Normalisasi/Restorasi Sungai

Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman 

Pantai Lainnya

Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing

Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen 

Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, 

Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya

Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem 

Penyediaan Air Minum

Pengelolaan dan Pengembangan Sistem 

Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas 

Kabupaten/Kota

Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi danTeknis 

Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)

Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 

Lintas Kabupaten/Kota

Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air 

Limbah

Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah 

Domestik Regional

Pembinaan  Pengembangan Sistem Pengelolaan Air 

Limbah Domestik (SPALD) Kabupaten/Kota



KORELASI INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Tahun 2025

PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN

Program Penataan Bangunan Gedung

Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan 

Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah 

Provinsi

Pelaksanaan Pengelolaan Rumah Negara

Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi

Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung 

untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi

Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk 

Kepentingan Strategis Daerah Provinsi

Program Penataan Bangunan dan 

Lingkungannya

Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan 

Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah 

Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota

Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, 

Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya

Program Penyelenggaraan Jalan Penyelenggaraan Jalan Provinsi

Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi

Rehabilitasi Jembatan

Rekonstruksi Jalan

Pembangunan Jembatan

Pemeliharaan Rutin Jalan

Pemeliharaan Berkala Jalan

Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta

Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan

Pembangunan Jalan

Survey Kondisi Jalan/Jembatan

Pemeliharaan Rutin Jembatan



KORELASI INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Tahun 2025

PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN

Program Pengembangan Jasa Konstruksi

Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi

Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli

Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan 

Konstruksi

Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Ahli Konstruksi

Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi 

(SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi
Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi

Kebijakan Khusus terhadap Penyelenggaraan Jasa 

Konstruksi

Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan 

Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota

Penyusunan Produk Hukum

Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa

Konstruksi di Provinsi

Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan 

Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi
Penetapan RTRW Provinsi

Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang
Monitoring dan Evaluasi Penyusunan dan Penetapan 

RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota

Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang 

Daerah Provinsi

Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan 

Ruang

Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian 

Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi
Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang

Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum
Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk 

Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi

Koordinasi Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk 

Kepentingan Umum



Capaian Program Berdasarkan Indikator Kinerja
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Tahun 2025

Bidang Urusan Pemerintahan, Program, 

Kegiatan, Sub Kegiatan
Indikator Kinerja, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Satuan

Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan

Target Realisasi Capaian (%) Status

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan

Program Penunjang Urusan Pemerintahan 

Daerah Provinsi

Nilai SAKIP Perangkat Daerah Predikat BB BB 100 ST

Indeks Profesionalisme SDM Perangkat Daerah Indeks 84,53 85,36 101 ST

Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks 88,80 88,94 100 ST

Program Pengelolaan Sumber Daya Air

Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi 

oleh infrastruktur pengendalian banjir
% 0,103 0,492 100 ST

Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada 

sistem irigasi yang sudah ada
% 10,26 10,26 100 ST

Persentase tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan 

penduduk
% 76,84 60,76 79,07 T

Program Pengelolaan dan Pengembangan 

Sistem Penyediaan Air Minum

Persentase  Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap 

Minum Perpipaan
% 50,35 34,33 68,18 S

Program Pengelolaan dan Pengembangan 

Sistem Air Limbah
Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman % 7,76 8,82 114 ST

Program Penataan Bangunan Gedung
Persentase Penataan Bangunan Gedung untuk Kepentingan 

Strategis Daerah Provinsi
% 29,63 29,63 100 ST

Program Penataan Bangunan dan 

Lingkungannya

Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan 

Strategis Daerah Provinsi  dan  Lintas  Daerah Kabupaten/Kota 
% 27,27 27,27 100 ST

Program Penyelenggaraan Jalan Persentase Jalan Kondisi Mantap % 81,10 81,11 100 ST

Program Pengembangan Jasa Konstruksi
Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi 

yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli 
% 8 9,78 100 ST

Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Persentase Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang % 70 68,63 98,04 ST

Program Pengadaan Tanah Untuk 

Kepentingan Umum
Persentase luas lahan yang dibebaskan untuk kepentingan umum % 0 10 100 ST



Capaian Program Berdasarkan Indikator Kinerja
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Tahun 2025

Bidang Urusan Pemerintahan, Program, 

Kegiatan, Sub Kegiatan

Indikator Kinerja, Program, Kegiatan, Sub 

Kegiatan
Satuan

Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan

Target Realisasi
Capaian 

(%)
Status

UPT Laboratorium

Program Penunjang Urusan Pemerintahan 

Daerah Provinsi

Nilai SAKIP Perangkat Daerah Predikat BB BB 100 ST

Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks 88,80 88,94 100 ST

UPT Pengelolaan dan Pemeliharaan Insfrastruktur

Program Penunjang Urusan Pemerintahan 

Daerah Provinsi
Nilai SAKIP Perangkat Daerah Predikat BB BB 100 ST

Program Penataan Bangunan dan 

Lingkungannya

Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan 

di Kawasan Strategis Daerah Provinsi  dan  

Lintas  Daerah Kabupaten/Kota

% 100 100 100 ST

Program Penyelenggaraan Jalan Persentase Jalan Kondisi Mantap % 6,17 26,7 100 ST



Program Kegiatan yang Tidak Mencapai Target Pada
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Tahun 2025

Program / Kegiatan Indikator Kinerja Permasalahan / kendala yang dihadapi

Program Pengelolaan Sumber Daya Air
Persentase tersedianya air baku untuk 

memenuhi kebutuhan penduduk (%)

Target kinerja tidak tercapai dikarenakan tidak di 

anggarkannya kegiatan untuk mendukung indikator 

kinerja

Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem 

Penyediaan Air Minum

Persentase  Akses Rumah Tangga Perkotaan 

terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)

Capaian output belum dapat terpenuhi dikarenakan 

kapasitas sarana dan prasarana eksisting belum 

memadai untuk mendukung target yang telah 

ditetapkan. Selain itu, terdapat diskoneksi antara target 

nasional yang cukup tinggi dengan kapasitas fiskal serta 

operasional daerah dalam merealisasikan target 

tersebut secara simultan



Paket Pekerjaan Fisik yang Belum Selesai / Tidak Dilaksanakan
Pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Tahun 2025

No Bidang Nama paket pekerjaan Pagu anggaran Permasalahan / kendala yang dihadapi

1 SDA
Pengawasan Pembangunan Pintu Air Dusun 4 Desa Sebesi Kec. 

Kundur Kabupaten Karimun
16.200.000,00

Berdasarkan BA rapat persiapan penandatanganan kontrak nomor 06/BA-RPPK/SPK/FSK-

PL/DPUPP-SDA/PPK.2/APBDP/XI/2025 tanggal 18 November 2025, hasil rapat 

mendapatkan kesimpulan bahwa paket pekerjaan ini tidak dapat dilaksanakan karena 

dipengaruhi oleh cuaca ekstrem yang menyebabkan pasang surut air tidak stabil, sehingga 

beresiko terhadap keselamatan kerja dan mutu pelaksanaan konstruksi, selain itu waktu 

pelaksanaan yang terbatas tidak memungkinkan pekerjaan dilakukan secara optimal dan 

sesuai standar teknis yang di persyaratkan

2 SDA
Pembangunan Pintu Air Dusun 4 Desa Sebesi Kec. Kundur 

Kabupaten Karimun
217.240.000,00

3 CK
Perencanaan Teknis Renovasi Ex Plaza Kuliner (SPPG) di Pulau 

Penyengat
15.000.000,00

Lebih tepat dikategorikan sebagai fasilitas program nasional, berpotensi terjadi double 

budgeting dengan APBN

Tidak memenuhi kriteria belanja urusan pemerintahan provinsi
4 CK

Pengawasan Teknis Renovasi Ex Plaza Kuliner (SPPG) di Pulau 

Penyengat
10.000.000,00

5 CK Renovasi Ex Plaza Kuliner (SPPG) di Pulau Penyengat 375.000.000,00

6 CK
Pengawasan Teknis Pembukaan Akses Jalan / Land Clearing 

Menuju Monumen Tugu Bahasa Nasional di Pulau Penyengat, 

Kota Tanjungpinang

30.000.000,00

tidak cukup waktu melaksanakan pekerjaan dengan lokasi cukup sulit untuk di tangani

7 CK
Pembukaan Akses Jalan / Land Clearing Menuju Monumen Tugu 

Bahasa Nasional di Pulau Penyengat, Kota Tanjungpinang
320.000.000,00

8 BM Pembangunan Jalan Sei Ladi, Kota Batam 4.364.282.000,00
Progres fisik pekerjaan telah mencapai 100%. Kendala pembayaran disebabkan oleh belum 

terbitnya NPHD dari BP Batam yang mensyaratkan dokumen pendukung berupa Legal 

Opinion (LO) Kejaksaan Tinggi dan Reviu BPKP. Terkait hal tersebut, DPUPP telah 

menindaklanjuti dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menyampaikan surat permohonan LO kepada Kejaksaan Tinggi (Nomor: 

B/600.18/483/PUPP.3/2025, tanggal 3 November 2025).

2. Menyampaikan surat permohonan post audit kepada BPKP (Nomor: 

B/600.1.8/623/PUPP/2025, tanggal 6 November 2025).

3. Melaksanakan pemaparan/presentasi di Kejaksaan Tinggi pada 20 Oktober dan 12 

November 2025, serta di Kantor BPKP Provinsi Kepri pada 14 November 2025

9 BM Pengawasan Teknis Pembangunan Jalan Sei Ladi, Kota Batam 99.765.690,00



Capaian Kinerja Berdasarkan Kebijakan Strategis Pada
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Tahun 2025

No Paket Pekerjaan Lokasi Satuan Target Realisasi Capaian (%) Pagu Anggaran Realisasi Keuangan (Rp) Capaian (%) Keterangan

1 Pengembangan Jaringan Perpipaan di Kawasan 

LANUDAL Tanjungpinang
Tanjungpinang Liter/detik 1 1 100 1.357.500.000,00 403.254.553,20 29,71

2
Pembangunan Rumah Sakit Angkatan Darat Desa 

Bengkong Kota Batam (Lanjutan)
Batam Gedung 1 1 100 2.250.314.200,00 669.188.520,00 29,74

3
Pembangunan Gedung Dirkrimsus Kepolisian Daerah 

Kepulauan Riau, Kota Batam (Lanjutan)
Batam Gedung 1 1 100 3.253.584.635,00 2.768.211.802,67 85,08

4
Pembangunan Gedung Persatuan Istri Tentara (Persit) 

di KOREM 033 WIRA PRATAMA, Tanjungpinang
Tanjungpinang Gedung 1 1 100 1.461.702.300,00 427.021.380,00 29,21

5 Rehabilitasi Kantor BLK Km. 8, Kota Tanjungpinang Tanjungpinang Gedung 1 1 100 1.472.828.282,50 1.445.656.565,00 98,16

6

Pemeliharaan/Renovasi Gedung Perkantoran 

Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau di Pulau 

Dompak, Kota Tanjungpinang

Tanjungpinang Gedung 1 1 100 3.500.000.000,00 987.627.873,99 28,22

7 Penataan Kawasan Taman Gurindam 12 (Lanjutan) Tanjungpinang Kawasan 1 1 100 4.432.856.341,00 2.964.199.980,00 66,87

8
Rehabilitasi Jembatan 2 Pulau Dornpak, Kota 

Tanjungpinang
Tanjungpinang Jembatan 1 1 100 3.407.879.740,00 3.406.934.600,00 99,97

9

Pemeliharaan Berkala Jalan Simpang Batu 14 - 

Pelabuhan Tanjung Berlian Kabupaten Karimun (DBH 

Sawit Provinsi Kepulauan Riau Lanjutan

Karimun Km 0,265 0,265 100 1.041.000.000,00 1.020.216.400,00 98,00

10 Peningkatan Jalan Coastal Area, Kabupaten Karimun Karimun Km 0,345 0,345 100 1.414.000.000,00 1.413.080.700,00 99,93

11 Rekonstruksi Jl. Pelantar II, Kota Tanjungpinang Tanjungpinang Km 24,2 24,2 100 4.450.000.000,00 2.905.510.370,00 65,29

12 Pembangunan Jembatan Semala, Kabupaten Natuna Natuna Jembatan 1 1 100 12.054.000.000,00 8.825.036.243,69 73,21

13
Pembangunan Jalan Akses Menuju Makogabwilhan 

Pulau Dompak (Lanjutan)
Tanjungpinang Km 0,1862 0,1862 100 1.156.975.300,00 1.149.411.874,00 99,35



Capaian Berdasarkan Indikator Kinerja
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Tahun 2025

Bidang Urusan Pemerintahan, 

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan

Indikator Kinerja, Program, Kegiatan, Sub 

Kegiatan
Satuan

Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub 

Kegiatan
Capaian Kinerja Anggaran

Permasalahan Upaya Mengatasi 
Permasalahan

Target Realisasi
Capaian 

(%)
Status Anggaran Realisasi

Capaian 

(%)

Program Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah Provinsi

Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Predikat) Predikat BB BB 100 ST

30.776.344.997,47 28.772.856.474,00 93,49

Penyerapan 
Anggaran yang 

tidak maksimal 
dikarenakan 

defisit anggaran

Indeks Profesionalisme SDM Perangkat 

Daerah (Indeks)
Indeks 84,53 85,36 101 ST

Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks) Indeks 88,80 88,94 100 ST

Perencanaan, Penganggaran, 

dan Evaluasi Kinerja Perangkat 

Daerah

Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran 

dan evaluasi kinerja yang tersusun (dokumen)
Dokumen 1 3 100 ST 446.883.168,77 432.908.785,00 96,87

Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat 

Daerah (dokumen)
Dokumen 2 2 100 ST 150.695.008,00 138.669.778,00 92,02

Koordinasi dan Penyusunan 

Laporan Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil 

Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian 

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 

(laporan)

Laporan 1 1 100 ST
227.773.020,77 225.823.867,00 

99,14

Evaluasi Kinerja Perangkat 

Daerah

Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat 

Daerah (laporan)
Laporan 1 1 100 ST 68.415.140,00 68.415.140,00 100

Administrasi Keuangan 

Perangkat Daerah

Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat 

Daerah (bulan)
Bulan 12 12 100 ST 23.900.774.139,66 22.845.713.275,00 95,59

Penyediaan Gaji dan Tunjangan 

ASN

Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan 

Tunjangan ASN (Orang/bulan)
Orang 74 222 100 ST

22.384.556.199,66 21.329.695.335,00 
95,29

Penyediaan Administrasi 

Pelaksanaan Tugas ASN

Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan 

Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 

(dokumen)

Dokumen 12 12 100 ST
1.450.080.000,00 1.449.880.000,00 

99,99

Koordinasi dan Penyusunan 

Laporan Keuangan Akhir Tahun 

SKPD

Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 

dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 

Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 

(laporan)

Laporan 1 1 100 ST
66.137.940,00 66.137.940,00 

100



Capaian Berdasarkan Indikator Kinerja
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Tahun 2025

Bidang Urusan Pemerintahan, 

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan

Indikator Kinerja, Program, Kegiatan, Sub 

Kegiatan
Satuan

Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub 

Kegiatan
Capaian Kinerja Anggaran

Permasalahan Upaya Mengatasi 
Permasalahan

Target Realisasi
Capaian 

(%)
Status Anggaran Realisasi

Capaian 

(%)

Administrasi Barang Milik Daerah 

pada Perangkat Daerah

Pemenuhan Administrasi Barang Milik Daerah 

pada Perangkat Daerah (bulan)
Bulan 12 12 100 ST

36.776.000,00 36.671.600,00 
100

Koordinasi dan Penilaian Barang 

Milik Daerah SKPD

Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik 

Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang 

Milik Daerah SKPD (laporan)

Laporan 12 12 100 ST
36.776.000,00 36.671.600,00 

100

Administrasi Kepegawaian 

Perangkat Daerah

Pemenuhan Administrasi Kepegawaian 

Perangkat Daerah (bulan)
Bulan 12 12 100 ST

265.768.038,00 209.680.045,00 
79

Pengadaan Pakaian Dinas 

Beserta Atribut Kelengkapannya

Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut 

Kelengkapan (Paket)
Paket 77 77 100 ST

157.723.038,00 151.980.045,00 
96

Pendidikan dan Pelatihan 

Pegawai Berdasarkan Tugas dan 

Fungsi

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan 

Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan 

Pelatihan (Orang)

Orang 10 8 80 T
108.045.000,00 57.700.000,00 

53

Optimalisasi 

penyerapan 

anggaran 

terhambat oleh 

kondisi defisit 

anggaran, 

dikarenakan 

realisasi 

fisik/output 

sangat 

bergantung 

pada 

ketersediaan 

alokasi 

anggaran yang 

terealisasi

Penyusunan skala 

prioritas 

pendidikan dan 

pelatihan (diklat)



Capaian Berdasarkan Indikator Kinerja
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Tahun 2025

Bidang Urusan Pemerintahan, 

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan

Indikator Kinerja, Program, Kegiatan, Sub 

Kegiatan
Satuan

Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub 

Kegiatan
Capaian Kinerja Anggaran

Permasalahan Upaya Mengatasi 
Permasalahan

Target Realisasi
Capaian 

(%)
Status Anggaran Realisasi

Capaian 

(%)

Administrasi Umum Perangkat 

Daerah

Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat 

Daerah (bulan)
Bulan 12 12 100 ST

1.801.989.313,37 1.629.231.274,00 
90

Penyediaan Komponen Instalasi 

Listrik/Penerangan Bangunan 

Kantor

Jumlah Paket Komponen Instalasi 

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang 

Disediakan (Paket)

Paket 12 12 100 ST
31.852.626,00 31.675.618,00 

99

Penyediaan Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor

Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan 

Kantor yang Disediakan (Paket)
Paket 12 15 100 ST

429.244.900,00 331.995.980,00 
77

Penyediaan Peralatan Rumah 

Tangga

Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang 

Disediakan (Paket)
Paket 12 12 100 ST

66.390.600,00 63.254.056,00 
95

Penyediaan Bahan Logistik 

Kantor

Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang 

Disediakan (Paket)
Paket 12 12 100 ST

144.849.100,00 133.331.799,00 
92

Penyediaan Barang Cetakan dan 

Penggandaan

Jumlah Paket Barang Cetakan dan 

Penggandaan yang Disediakan (Paket)
Paket 12 12 100 ST

74.362.000,00 40.122.000,00 
54

Penyediaan Bahan Bacaan dan 

Peraturan Perundang-undangan

Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan 

Peraturan Perundang-Undangan yang 

Disediakan (dokumen) 

Dokumen 12 12 100 ST
153.278.750,00 140.970.000,00 

92

Fasilitasi Kunjungan Tamu
Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 

(laporan)
Laporan 1 1 100 ST

157.198.571,37 149.508.500,00 
95

Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)
Laporan 12 12 100 ST

744.812.766,00 738.373.321,00 
99

Administrasi Umum Perangkat 

Daerah

Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat 

Daerah (bulan)
Bulan 12 12 100 ST

1.801.989.313,37 1.629.231.274,00 
90



Capaian Berdasarkan Indikator Kinerja
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Tahun 2025

Bidang Urusan Pemerintahan, 

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan

Indikator Kinerja, Program, Kegiatan, Sub 

Kegiatan
Satuan

Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub 

Kegiatan
Capaian Kinerja Anggaran

Permasalahan Upaya Mengatasi 
Permasalahan

Target Realisasi
Capaian 

(%)
Status Anggaran Realisasi

Capaian 

(%)

Pengadaan Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan Pemerintah 

Daerah

Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Bulan)
Bulan 12 12 100 ST

125.000.000,00 124.398.900,00 
100

Pengadaan Peralatan dan Mesin 

Lainnya

Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang 

Disediakan (unit)
Unit 3 2 66,67 S

70.000.000,00 69.652.500,00 
100

Realisasi kinerja 

sub kegiatan 

dipengaruhi oleh 

resionalisasi 

item pada 

perubahan 

anggaran serta 

kurangnya 

sinkronisasi 

administratif 

dalam 

penyesuaian 

target kinerja

Melakukan 

penguatan 

koordinasi antar 

unit penyusun 

program serta 

melakukan reviu 

target kinerja 

secara periodik

Pengadaan Gedung Kantor atau 

Bangunan Lainnya

Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan 

Lainnya yang Disediakan (unit)
Unit 1 1 100 ST

55.000.000,00 54.746.400,00 
100

Penyediaan Jasa Penunjang 

Urusan Pemerintahan Daerah

Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang 

Urusan Pemerintahan Daerah (Bulan)
Bulan 12 12 100 ST

2.963.928.100,67 2.602.657.352,00 
88

Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat 

Menyurat (laporan)
Laporan 12 12 100 ST

24.249.851,31 14.994.000,00 
62

Penyediaan Jasa Komunikasi, 

Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, 

Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 

(laporan)

Laporan 12 12 100 ST
975.956.971,36 866.647.579,00 

89

Penyediaan Jasa Pelayanan 

Umum Kantor

Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang 

Urusan Pemerintahan Daerah (laporan)
Laporan 12 12 100 ST

1.963.721.278,00 1.721.015.773,00 
88



Capaian Berdasarkan Indikator Kinerja
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Tahun 2025

Bidang Urusan Pemerintahan, 

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan

Indikator Kinerja, Program, Kegiatan, Sub 

Kegiatan
Satuan

Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub 

Kegiatan
Capaian Kinerja Anggaran

Permasalahan Upaya Mengatasi 
Permasalahan

Target Realisasi
Capaian 

(%)
Status Anggaran Realisasi

Capaian 

(%)

Pemeliharaan Barang Milik 

Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik 

Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 

Daerah (bulan)

Bulan 12 12 100 ST
1.235.226.237,00 891.595.243,00 

72

Penyediaan Jasa Pemeliharaan,  

Biaya Pemeliharaan dan Pajak 

Kendaraan Perorangan Dinas 

atau Kendaraan Dinas Jabatan

Tersedianya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, 

Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan 

Perorangan (Unit)

Unit 53 53 100 ST
432.661.602,00 424.831.958,00 

98

Pemeliharaan Peralatan dan 

Mesin Lainnya

Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang 

Dipelihara (Unit)
Unit 90 90 100 ST

75.660.000,00 74.070.000,00 
98

Pemeliharaan/Rehabilitasi

Sarana dan Prasarana

Pendukung Gedung Kantor atau

Bangunan Lainnya

Pemenuhan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana 

dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor 

atau Bangunan Lainnya (Unit)

Unit 2 2 100 ST
726.904.635,00 392.693.285,00 

54

Terwujudnya Tata Kelola UPT 

Laboratorium Bahan 

Konstruksi dan Peralatan yang 

transparan dan akuntabel

Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Predikat) Predikat BB BB 100 ST

888.267.368,00 800.713.269,00 
54,02

Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks) Indeks 88,80 88,94 100 ST

Administrasi Umum Perangkat 

Daerah

Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat 

Daerah (bulan)
Bulan 12 12 100 ST

358.083.880,00 342.846.946,00 
96

Penyediaan Komponen Instalasi 

Listrik/Penerangan Bangunan 

Kantor

Jumlah Paket Komponen Instalasi 

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang 

Disediakan (Paket)

Paket 1 1 100 ST
22.606.390,00 20.263.111,00 

90

Penyediaan Bahan Logistik 

Kantor

Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang 

Disediakan (Paket)
Paket 1 1 100 ST

49.997.300,00 45.688.975,00 
91



Capaian Berdasarkan Indikator Kinerja
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Tahun 2025

Bidang Urusan Pemerintahan, 

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan

Indikator Kinerja, Program, Kegiatan, Sub 

Kegiatan
Satuan

Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub 

Kegiatan
Capaian Kinerja Anggaran

Permasalahan Upaya Mengatasi 
Permasalahan

Target Realisasi
Capaian 

(%)
Status Anggaran Realisasi

Capaian 

(%)

Penyediaan Bahan/Material
Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 

(Paket)
Paket 1 1 100 ST

59.691.500,00 58.781.715,00 
98

Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)
Laporan 1 1 100 ST

225.788.690,00 218.113.145,00 
97

Penyediaan Jasa Penunjang 

Urusan Pemerintahan Daerah

Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang 

Urusan Pemerintahan Daerah (Bulan)
Bulan 12 12 100 ST

313.382.988,00 271.596.023,00 
87

Penyediaan Jasa Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan 

dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 

(laporan)

Laporan 1 1 100 ST
54.862.700,00 48.722.588,00 

89

Penyediaan Jasa Pelayanan 

Umum Kantor

Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang 

Urusan Pemerintahan Daerah (laporan)
Laporan 1 1 100 ST

258.520.288,00 222.873.435,00 
86

Pemeliharaan Barang Milik 

Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik 

Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 

Daerah (bulan)

Bulan 12 12 100 ST
216.800.500,00 186.270.300,00 

86

Pemeliharaan Peralatan dan 

Mesin Lainnya

Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang 

Dipelihara (Unit)
Unit 30 25 83,33 T

126.241.000,00 95.715.300,00 
76

Pemeliharaan Aset Tetap 

Lainnya

Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara 

(unit)
Unit 22 22 100 ST

90.559.500,00 90.555.000,00 
100

Terwujudnya Tata Kelola UPTD 

Pengelolaan dan Pemeliharaan 

Insfrastruktur yang transparan 

dan akuntabel

Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Predikat) Predikat BB BB 100 ST
386.201.702,00 376.736.948,00 

98

Administrasi Umum Perangkat 

Daerah

Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat 

Daerah (bulan)
Bulan 12 12 100 ST

227.088.330,00 222.511.254,00 
98

Penyediaan Bahan Logistik 

Kantor

Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang 

Disediakan (Paket
Paket 1 1 100 ST

141.713.700,00 137.396.624,00 
97



Capaian Berdasarkan Indikator Kinerja
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Tahun 2025

Bidang Urusan Pemerintahan, 

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan

Indikator Kinerja, Program, Kegiatan, Sub 

Kegiatan
Satuan

Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub 

Kegiatan
Capaian Kinerja Anggaran

Permasalahan Upaya Mengatasi 
Permasalahan

Target Realisasi
Capaian 

(%)
Status Anggaran Realisasi

Capaian 

(%)

Penyediaan Jasa Penunjang 

Urusan Pemerintahan Daerah

Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang 

Urusan Pemerintahan Daerah (Bulan)
Bulan 12 12 100 ST

159.113.372,00 154.225.694,00 
97

Penyediaan Jasa Pelayanan 

Umum Kantor

Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang 

Urusan Pemerintahan Daerah (laporan)
Laporan 1 1 100 ST

159.113.372,00 154.225.694,00 
97

Program Pengelolaan Sumber 

Daya Air

Rasio luas kawasan pemukiman rawan 

banjir yang terlindungi oleh infrastruktur 

pengendalian banjir (%)

% 0,103 0,492 100 ST
9.922.127.560,00 6.194.807.295,00 

62

Persentase tersedianya air irigasi untuk 

pertanian rakyat pada sistem irigasi yang 

sudah ada (%)

% 10,26 10,26 100 ST

Persentase tersedianya air baku untuk 

memenuhi kebutuhan penduduk (%)
% 76,84 60,76 79,07 T

Target kinerja 

tidak tercapai 

dikarenakan 

tidak di 

anggarkannya 

kegiatan untuk 

mendukung 

indikator 

kinerja

Pengelolaan SDA dan Bangunan 

Pengaman Pantai pada Wilayah 

Sungai Lintas Daerah Kabupaten 

/ Kota

Luas Wilayah Terlindungi Bangunan 

Pengendali Banjir / Bangunan Pekuatan 

Tebing / Pengaman Pantai / 

Normalisasi/Restorasi (Ha)

Ha 250 983,36 100 ST
9.922.127.560,00 6.194.807.295,00 

62

Pembangunan Tanggul Sungai Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun (Km) Km 0 0
68.465.900,00 68.465.900,00 

100

Sub Kegiatan 

Hanya Berisi 

Tunda Bayar 

tahun 2024



Capaian Berdasarkan Indikator Kinerja
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Tahun 2025

Bidang Urusan Pemerintahan, 

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan

Indikator Kinerja, Program, Kegiatan, Sub 

Kegiatan
Satuan

Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub 

Kegiatan
Capaian Kinerja Anggaran

Permasalahan Upaya Mengatasi 
Permasalahan

Target Realisasi
Capaian 

(%)
Status Anggaran Realisasi

Capaian 

(%)

Koordinasi dan Sinkronisasi 

Peningkatan Kapasitas 

Kelembagaan Pengelolaan SDA 

Kewenangan Provinsi

Jumlah Lembaga Pengelolaan Sumber Daya 

Air Kewenangan Provinsi yang Ditingkatkan 

Kapasitasnya melalui Koordinasi dan 

Sinkronisasi (lembaga)

Lembaga 2 2 100 ST
231.550.180,00 192.941.113,00 

83

Normalisasi/Restorasi Sungai
Panjang Sungai yang Dinormalisasi / 

Direstorasi (Km)
Km 4,5 16,465 100 ST

6.657.490.700,00 4.294.670.940,00 
65

Pembangunan Seawall dan 

Bangunan Pengaman Pantai

Lainnya

Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman 

Pantai terbangun (Km)
Km 5,1 0,0265 0,52 SR

1.389.340.880,00 891.684.603,00 
64

Dukungan 

anggaran yang 

tersedia, tidak 

mencukupi 

untuk mencapai 

target yang 

ditetapkan

Mengusulkan 

penambahan 

anggaran untuk 

sub kegiatan 

pembangunan 

Seawall dan 

Bangunan 

Pengaman Pantai 

Lainnya

Pembangunan Bangunan 

Perkuatan Tebing
Panjang saluran utama yang terbangun (Km) Km 2,5 0,25 10,17 SR

1.185.209.900,00 449.234.339,00 
38

Dukungan 

anggaran yang 

tersedia, tidak 

mencukupi 

untuk mencapai 

target yang 

ditetapkan

Mengusulkan 

penambahan 

anggaran untuk 

sub kegiatan 

Pembangunan 

Bangunan 

Perkuatan Tebing

Penyusunan Rencana Teknis 

dan Dokumen Lingkungan Hidup 

untuk Konstruksi Bendungan, 

Embung, dan Bangunan 

Penampung Air Lainnya

Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan 

Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi 

Bendungan, Embung, dan Bangunan 

Penampung Air Lainnya yang tersusun 

(dokumen)

Dokumen 2 3 100 ST
390.070.000,00 297.810.400,00 

76



Capaian Berdasarkan Indikator Kinerja
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Tahun 2025

Bidang Urusan Pemerintahan, 

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan

Indikator Kinerja, Program, Kegiatan, Sub 

Kegiatan
Satuan

Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub 

Kegiatan
Capaian Kinerja Anggaran

Permasalahan Upaya Mengatasi 
Permasalahan

Target Realisasi
Capaian 

(%)
Status Anggaran Realisasi

Capaian 

(%)

Program Pengelolaan dan 

Pengembangan Sistem 

Penyediaan Air Minum

Persentase  Akses Rumah Tangga 

Perkotaan terhadap Air Siap Minum 

Perpipaan (%)

% 50,35 34,33 68,18 S
2.481.419.725,00 1.410.577.574,20 

56,85

Capaian output 

belum dapat 

terpenuhi 

dikarenakan 

kapasitas 

sarana dan 

prasarana 

eksisting 

belum 

memadai untuk 

mendukung 

target yang 

telah 

ditetapkan. 

Selain itu, 

terdapat 

diskoneksi 

antara target 

nasional yang 

cukup tinggi 

dengan 

kapasitas fiskal 

serta 

operasional 

daerah dalam 

merealisasikan 

target tersebut 

secara 

simultan

Melakukan 

koordinasi dan 

sinktonirasi 

terkait sinergitas  

dukungan antara 

pemerintah pusat 

dan daerah guna 

melakukan 

akselerasi 

pembangunan 

sarana serta 

prasarana air siap 

minum perpipaan 

agar selaras 

dengan standar 

nasional

Pengelolaan dan Pengembangan 

Sistem Penyediaan Air Minum 

(SPAM) Lintas Kabupaten/Kota

Persentase Rumah Tangga yang Memiliki 

Akses Air Minum Layak (%)
% 92 94,6 100,0 ST 2.481.419.725,00 1.410.577.574,20 56,85



Capaian Berdasarkan Indikator Kinerja
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Tahun 2025

Bidang Urusan Pemerintahan, 

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan

Indikator Kinerja, Program, Kegiatan, Sub 

Kegiatan
Satuan

Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub 

Kegiatan
Capaian Kinerja Anggaran

Permasalahan Upaya Mengatasi 
Permasalahan

Target Realisasi
Capaian 

(%)
Status Anggaran Realisasi

Capaian 

(%)

Penyusunan Rencana, 

Kebijakan, Strategi danTeknis 

Sistem Penyediaan Air Minum 

(SPAM)

Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM 

yang tersusun (dokumen)
Dokumen 3 3 100 ST

977.065.815,00 941.011.363,00 
96,31

Peningkatan Sistem Penyediaan 

Air Minum (SPAM) Lintas 

Kabupaten/Kota

Jumlah SPAM Jaringan Perpipaan yang 

ditingkatkan (Liter/detik)
Liter/Detik 1 1 100 ST

1.504.353.910,00 469.566.211,20 
31,21

Program Pengelolaan dan 

Pengembangan Sistem Air 

Limbah

Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi 

Aman  (%)
% 7,76 8,82 114 ST

105.381.749,00 62.139.665,00 
58,97

Pengelolaan dan Pengembangan 

Sistem Air Limbah Domestik 

Regional

Cakupan pelayanan air limbah (%) % 90,68 93,08 100 ST
105.381.749,00 62.139.665,00 

58,97

Pembinaan  Pengembangan 

Sistem Pengelolaan Air Limbah 

Domestik (SPALD) 

Kabupaten/Kota

Jumlah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam 

Pengembangan Sistem Pengelolaan Air 

Limbah Domestik (SPALD) (Kabupaten/kota)

Kabupaten/ 

Kota
7 7 100 ST

105.381.749,00 62.139.665,00 
58,97

Program Penataan Bangunan 

Gedung

Persentase Penataan Bangunan Gedung 

untuk Kepentingan Strategis Daerah 

Provinsi (%)

% 29,63 29,63 100 ST
23.298.513.417,53 13.403.899.707,88 

57,53

Penetapan dan 

Penyelenggaraan Bangunan 

Gedung untuk Kepentingan 

Strategis Daerah Provinsi

Jumlah bangunan gedung yang dibangun/ 

direnovasi/ direnovasi/ dipelihara untuk  

kepentingan strategis daerah (Gedung)

Gedung 5 10 100 ST
23.298.513.417,53 13.403.899.707,88 

57,53

Pelaksanaan Pengelolaan 

Rumah Negara

Jumlah Rumah Negara yang dikelola (Rumah 

Negara)

Rumah 

Negara
0 0

1.673.424.700,00 1.673.424.700,00 
100,00

Sub Kegiatan 

Hanya Berisi 

Tunda Bayar 

tahun 2024



Capaian Berdasarkan Indikator Kinerja
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Tahun 2025

Bidang Urusan Pemerintahan, 

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan

Indikator Kinerja, Program, Kegiatan, Sub 

Kegiatan
Satuan

Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub 

Kegiatan
Capaian Kinerja Anggaran

Permasalahan Upaya Mengatasi 
Permasalahan

Target Realisasi
Capaian 

(%)
Status Anggaran Realisasi

Capaian 

(%)

Pengubahsuaian Bangunan 

Gedung untuk Kepentingan 

Strategis Daerah Provinsi

Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan 

Strategis Daerah Provinsi yang Diubahsuaikan 

(Gedung)

Gedung 0 0
13.925.800,00 13.925.800,00 

100,00

Sub Kegiatan 

Hanya Berisi 

Tunda Bayar 

tahun 2024

Pembangunan, Pemanfaatan, 

Pelestariaan dan Pembongkaran 

Bangunan Gedung untuk 

Kepentingan Strategis Daerah 

Provinsi

Jumlah Dokumen Pembangunan, 

Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran 

Bangunan Gedung untuk Kepentingan 

Strategis Daerah Provinsi (Dokumen)

Dokumen 9 9 100 ST
13.938.663.235,03 7.709.447.213,67 

55,31

Pemeliharaan, Perawatan, dan 

Pemeriksaan Berkala Bangunan 

Gedung untuk Kepentingan 

Strategis Daerah Provinsi

Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan 

Strategis Provinsi yang Dipelihara, Dirawat, 

dan Diperiksa Berkala (Gedung)

Gedung 5 5 100 ST
7.672.499.682,50 4.007.101.994,21 

52,23

Program Penataan Bangunan 

dan Lingkungannya

Persentase Penataan Bangunan dan 

Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah 

Provinsi  dan  Lintas  Daerah 

Kabupaten/Kota (%)

% 27,27 27,27 100 ST
12.909.985.662,00 10.068.063.546,37 

77,99

Penyelenggaraan Penataan 

Bangunan dan Lingkungan di 

Kawasan Strategis Daerah 

Provinsi dan Lintas Daerah 

Kabupaten/Kota

Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di 

Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas 

Daerah Kabupaten/Kota (Kawasan)

Kawasan 2 6 100 ST
12.909.985.662,00 10.068.063.546,37 

77,99

Penataan Bangunan dan 

Lingkungan Kawasan Cagar 

Budaya, Kawasan Pariwisata, 

Kawasan Sistem Perkotaan 

Nasional dan Kawasan Strategis 

Lainnya

Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan 

Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan 

Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan 

Strategis Lainnya yang Ditata (Kawasan)

Kawasan 6 6 100 ST
12.909.985.662,00 10.068.063.546,37 

77,99



Capaian Berdasarkan Indikator Kinerja
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Tahun 2025

Bidang Urusan Pemerintahan, 

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan

Indikator Kinerja, Program, Kegiatan, Sub 

Kegiatan
Satuan

Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub 

Kegiatan
Capaian Kinerja Anggaran

Permasalahan Upaya Mengatasi 
Permasalahan

Target Realisasi
Capaian 

(%)
Status Anggaran Realisasi

Capaian 

(%)

UPTD PENGELOLAAN DAN 

PEMELIHARAAN 

INFRASTRUKTUR 

Persentase Penataan Bangunan dan 

Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah 

Provinsi  dan  Lintas  Daerah 

Kabupaten/Kota (%)

% 100 100 100 ST
800.011.600,00 681.399.250,00 

85,17

Penyelenggaraan Penataan 

Bangunan dan Lingkungan di 

Kawasan Strategis Daerah 

Provinsi dan Lintas Daerah 

Kabupaten/Kota

Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di 

Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas 

Daerah Kabupaten/Kota (Kawasan)

Kawasan 1 2 100 ST
800.011.600,00 681.399.250,00 

85,17

Penataan Bangunan dan 

Lingkungan Kawasan Cagar 

Budaya, Kawasan Pariwisata, 

Kawasan Sistem Perkotaan 

Nasional dan Kawasan Strategis 

Lainnya

Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan 

Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan 

Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan 

Strategis Lainnya yang Ditata (Kawasan)

Kawasan 1 2 100 ST
800.011.600,00 681.399.250,00 

85,17

Program Penyelenggaraan 

Jalan
Persentase Jalan Kondisi Mantap (%) % 81,10 81,11 100 ST

51.052.297.552,00 35.855.146.664,69 
70,23

Penyelenggaraan Jalan Provinsi Persentase Jalan Kondisi Mantap (%) % 81,10 81,11 100 ST
51.052.297.552,00 35.855.146.664,69 

70,23

Pengawasan Penyelenggaraan 

Jalan Kewenangan Provinsi

Panjang Jalan Kewenangan Provinsi yang 

Penyelenggaraannya Diawasi (Km)
Km 1,581 1,5706 99,34 ST

1.284.702.180,00 729.708.161,00 
56,80

Rehabilitasi Jembatan
Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi 

(Jembatan)
Jembatan 2 2 100 ST

3.507.879.740,00 3.498.774.800,00 
99,74

Rekonstruksi Jalan Panjang Jalan yang direkonstruksi (Km) Km 0,641 0,63 98,28 ST
8.128.239.887,00 5.491.858.049,00 

67,57

Pembangunan Jembatan Jumlah Jembatan yang Dibangun (Jembatan) Jembatan 1 1 100 ST
12.154.000.000,00 8.906.948.443,69 

73,28

Pemeliharaan Rutin Jalan
Panjang Jalan yang Dpelihara Secara Rutin 

(Km)
Km 0,551 0,578 100 ST

8.709.331.921,00 6.426.603.170,00 
73,79



Capaian Berdasarkan Indikator Kinerja
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Tahun 2025

Bidang Urusan Pemerintahan, 

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan

Indikator Kinerja, Program, Kegiatan, Sub 

Kegiatan
Satuan

Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub 

Kegiatan
Capaian Kinerja Anggaran

Permasalahan Upaya Mengatasi 
Permasalahan

Target Realisasi
Capaian 

(%)
Status Anggaran Realisasi

Capaian 

(%)

Pemeliharaan Berkala Jalan
Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan 

Secara Berkala (Km)
Km 2,052 2,248 100 ST

7.175.434.000,00 6.262.529.638,00 
87,28

Penyusunan Rencana, 

Kebijakan, Strategi 

Pengembangan Jaringan Jalan 

serta

Perencanaan Teknis 

Penyelenggaraan Jalan dan 

Jembatan

Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi 

dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan 

serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan 

Jalan dan Jembatan yang Disusun (Dokumen)

Dokumen 8 8 100 ST
2.158.458.934,00 973.510.876,00 

45,10

Pembangunan Jalan Panjang Jalan yang Dibangun (Km) Km 0,41 0,41 100 ST
6.736.217.800,00 2.367.280.437,00 

35,14

Survey Kondisi Jalan/Jembatan
Panjang Jalan/Jembatan yang

Disurvey Kondisinya (Km)
Km 620,76 0 0

1.198.033.090,00 1.197.933.090,00 
99,99

Sub Kegiatan 

Hanya Berisi 

Tunda Bayar 

tahun 2024

Pemeliharaan Berkala Jalan
Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan 

Secara Berkala (Km)
Km 2,052 2,248 100 ST

7.175.434.000,00 6.262.529.638,00 
87,28

UPTD PENGELOLAAN DAN 

PEMELIHARAAN 

INFRASTRUKTUR 

Persentase Jalan Kondisi Mantap (%) % 6,17 26,7 100 ST
2.992.953.539,00 2.645.894.214,00 

88,40

Penyelenggaraan Jalan Provinsi Persentase Jalan Kondisi Mantap (%) % 81,10 81,11 100 ST
2.992.953.539,00 2.645.894.214,00 

88,40

Pemeliharaan Rutin Jembatan
Jumlah Jembatan yang dipelihara secara rutin 

(Jembatan)
Jembatan 0 0

99.088.800,00 99.088.800,00 
100,00

Sub Kegiatan 

Hanya Berisi 

Tunda Bayar 

tahun 2024

Pemeliharaan Rutin Jalan
Panjang Jalan yang Dpelihara Secara Rutin 

(Km)
Km 1 3 100 ST

1.560.389.439,00 1.221.833.870,00 
78,30

Pembangunan Jalan Panjang Jalan yang Dibangun (Km) Km 0,2 0,19 93,1 ST
1.333.475.300,00 1.324.971.544,00 

99,36



Capaian Berdasarkan Indikator Kinerja
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Tahun 2025

Bidang Urusan Pemerintahan, 

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan

Indikator Kinerja, Program, Kegiatan, Sub 

Kegiatan
Satuan

Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub 

Kegiatan
Capaian Kinerja Anggaran

Permasalahan Upaya Mengatasi 
Permasalahan

Target Realisasi
Capaian 

(%)
Status Anggaran Realisasi

Capaian 

(%)

Program Pengembangan Jasa 

Konstruksi

Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih 

di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan 

sertifikat pelatihan ahli (%)

% 8 9,78 100 ST
495.825.345,00 482.288.515,00 

97,27

Penyelenggaraan Pelatihan 

Tenaga Ahli Konstruksi

Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di 

wilayah provinsi yang dibuktikan dengan 

sertifikat pelatihan ahli (%)

% 28 2,45 8,75 SR
426.648.275,00 421.220.244,00 

98,73

Pelatihan Tenaga Kerja 

Konstruksi Kualifikasi Ahli

Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli 

yang Dilatih (Orang)
Orang 90 100 100 ST

179.439.875,00 177.987.101,00 
99,19

Pembinaan dan Peningkatan 

Kapasitas Kelembagaan 

Konstruksi

Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina 

dan Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)
Lembaga 1 1 100 ST

86.408.400,00 82.733.143,00 
95,75

Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Ahli 

Konstruksi

Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli 

Difasilitasi Sertifikasi (Orang)
Orang 90 100 100 ST

160.800.000,00 160.500.000,00 
99,81

Penyelenggaraan Sistem 

Informasi Jasa Konstruksi 

(SIPJAKI) Cakupan Daerah 

Provinsi

Terselenggaranya Sistem Informasi Jasa 

Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi 

(Bulan)

Bulan 12 12 100 ST
34.750.000,00 27.532.256,00 

79,23

Operasionalisasi Layanan 

Informasi Jasa Konstruksi

Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi 

yang Dioperasikan (Layanan Informasi)

Layanan 

Informasi
1 1 100 ST

34.750.000,00 27.532.256,00 
79,23

Kebijakan Khusus terhadap 

Penyelenggaraan Jasa 

Konstruksi

Jumlah Kebijakan Khusus terhadap 

Penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang 

tersusun (Jumlah Indikator Kinerja Kunci (IKK))

IKK 3 1 33,33 SR
34.427.070,00 33.536.015,00 

97,41

Pengawasan dan Evaluasi Tertib 

Penyelenggaraan Jasa 

Konstruksi Provinsi dan Lintas 

Kabupaten/Kota

Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi 

Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang 

Diawasi dan Dievaluasi Tertib 

Penyelenggaraan (Paket Pekerjaan)

Paket 

Pekerjaan
20 30 100 ST

24.427.070,00 23.611.494,00 
96,66

Penyusunan Produk Hukum

Daerah terkait Penyelenggaraan 

Jasa

Konstruksi di Provinsi

Jumlah Dokumen Produk Hukum Daerah 

terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di 

Provinsi yang Disusun (Dokumen)

Dokumen 1 1 100 ST
10.000.000,00 9.924.521,00 

99,25



Capaian Berdasarkan Indikator Kinerja
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Tahun 2025

Bidang Urusan Pemerintahan, 

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan

Indikator Kinerja, Program, Kegiatan, Sub 

Kegiatan
Satuan

Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub 

Kegiatan
Capaian Kinerja Anggaran

Permasalahan Upaya Mengatasi 
Permasalahan

Target Realisasi
Capaian 

(%)
Status Anggaran Realisasi

Capaian 

(%)

Program Penyelenggaraan 

Penataan Ruang

Persentase Kinerja Penyelenggaraan 

Penataan Ruang (%)
% 70 68,63 98,04 ST

920.672.103,00 919.843.703,00 
99,91

Penetapan Rencana Tata Ruang 

Wilayah dan Rencana Rinci Tata 

Ruang Provinsi

Persentase proses Revisi RTRW Provinsi dan 

ditetapkan/perda (%)
% 93 93 100 ST

192.248.703,00 191.762.545,00 
99,75

Penetapan RTRW Provinsi Jumlah Perda RTRW Provinsi (Dokumen) Dokumen 1 1 100 ST
192.248.703,00 191.762.545,00 

99,75

Koordinasi dan Sinkronisasi 

Perencanaan Tata Ruang

Terlaksananya koordinasi dan siknronisasi 

perencanaan tata ruang (Laporan)
Laporan 1 1 100 ST

203.316.400,00 203.265.364,00 
99,97

Monitoring dan Evaluasi 

Penyusunan dan Penetapan 

RTRW dan RDTR 

Kabupaten/Kota

Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi 

penyusunan dan penetapan RTRW dan RDTR 

Kabupaten/Kota (Dokumen)

Dokumen 1 1 100 ST
203.316.400,00 203.265.364,00 

99,97

Koordinasi dan Sinkronisasi 

Pemanfataan Ruang Daerah 

Provinsi

Terlaksanaya koordinasi dan siknronisasi 

pemanfaatan tata ruang (Laporan)
Laporan 1 1 100 ST

372.899.000,00 372.770.138,00 
99,97

Pelaksanaan Sinkronisasi 

Program Pemanfaatan Ruang

Jumlah dokumen sinkronisasi program 

pemanfaatan ruang (Dokumen)
Dokumen 1 1 100 ST

372.899.000,00 372.770.138,00 
99,97

Koordinasi dan Sinkronisasi 

Pengendalian Pemanfataan 

Ruang Daerah Provinsi

Terselenggaranya Pengendalian Pemanfataan 

Ruang Daerah Provinsi (Laporan)
Laporan 1 1 100 ST

152.208.000,00 152.045.656,00 
99,89

Koordinasi Pelaksanaan 

Penataan Ruang

Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan 

Penataan Ruang (Dokumen)
Dokumen 1 1 100 ST

152.208.000,00 152.045.656,00 
99,89



Capaian Berdasarkan Indikator Kinerja
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Tahun 2025

Bidang Urusan Pemerintahan, 

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan

Indikator Kinerja, Program, Kegiatan, Sub 

Kegiatan
Satuan

Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub 

Kegiatan
Capaian Kinerja Anggaran

Permasalahan Upaya Mengatasi 
Permasalahan

Target Realisasi
Capaian 

(%)
Status Anggaran Realisasi

Capaian 

(%)

Program Pengadaan Tanah 

Untuk Kepentingan Umum

Persentase luas lahan yang dibebaskan 

untuk kepentingan umum (%)
% 0 10 100 ST

1.145.804.044,00 1.112.605.938,00 
97,10

Penetapan Lokasi Pengadaan 

Tanah untuk Kepentingan Umum 

di Wilayah Provinsi

Persentase Jumlah OPD/Kabupaten/Kota dan 

Instansi lainnya yang mengajukan permohonan 

penetapan lokasi yang terfasilitasi (%)

% 100 100 100 ST
1.145.804.044,00 1.112.605.938,00 

97,10

Koordinasi Pelaksanaan 

Pengadaan Tanah untuk 

Kepentingan Umum

Jumlah Dokumen koordinasi pelaksanaan 

pengadaan tanah (Dokumen)
Dokumen 1 1 100 ST

1.145.804.044,00 1.112.605.938,00 
97,10



Tugas Pembantuan Dari Kementerian Pekerjaan Umum Kepada
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Tahun 2025

No Program Kegiatan Indikator Output Satuan Target Realisasi
% Realisasi 

Kinerja

Pagu 

Anggaran

Realisasi 

Anggaran

% Realisasi 

Anggaran

1

Program 

Infrastruktur 

Konektivitas

OM Prasarana Bidang 

Konektivitas Darat 

(Jalan)

Pemeliharaan Rutin Km 12,160 12,160 100%
432.265.000,00 432.265.000,00 

100%

2

Program 

Infrastruktur 

Konektivitas

OM Prasarana Bidang 

Konektivitas Darat 

(Jalan)

Pemeliharaan Rutin Kondisi Km 36,82 36,82 100%
2.882.503.000,00 2.882.503.000,00 

100%

3

Program 

Infrastruktur 

Konektivitas

OM Prasarana Bidang 

Konektivitas Darat 

(Jalan)

Penunjangan/holding Km 1,20 1,20 100%
261.758.000,00 261.758.000,00 

100%

4

Program 

Infrastruktur 

Konektivitas

OM Prasarana Bidang 

Konektivitas Darat 

(Jembatan)

Pemeliharaan Rutin 

Jembatan
M 389,70 389,70 100%

381.726.000,00 381.726.000,00 
100%

5

Program 

Infrastruktur 

Konektivitas

OM Prasarana Bidang 

Konektivitas Darat 

(Jembatan)

Pemeliharaan Berkala 

Jembatan
M 339,80 339,80 100%

3.683.184.000,00 3.683.184.000,00 
100%

TOTAL 7.641.436.000 7.641.436.000 100%



Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD 

Pada LKPj Tahun 2025

No Rekomendasi DPRD LKPJ Tahun Sebelumnya
Tindak lanjut (Program/Kegiatan/Regulasi/ Kebijakan/Anggaran) di 

Tahun 2025/2026

Tujuan/Masalah yang 

diselesaikan

1
Audit kebutuhan jembatan provinsi berdasarkan peta jaringan 

jalan 600 km dan overlay dengan peta geografi/hidrologi.

sudah dilaksanakan pembangunan jembatan semala pada ruas jalan batubi-

klarik, Kab. Natuna dengan panjang 30 meter. Untuk kebutuhan pembangunan 

jembatan yang belum ditangani yaitu: 

1. Jembatan pada ruas jalan batubi-klarik dengan panjang 15 meter. 

2. Jembatan pada ruas jalan setajam serteh Kab. Lingga dengan panjang 30 

meter. 

3. Jembatan pulau parit-pulau lumut Kab.Karimun. 

4. Jembatan pulau parit-pulau papan Kab. Karimun. 

Untuk jembatan dengan kondisi rusak yang membutuhkan rekonstruksi antara 

lain: 

1. Jembatan letung - kuala maras 01, 

2. jembatan letung - kuala maras 02, 

3. jembatan letung - kuala maras 03, 

4. jembatan letung - bandara 01, 

5. jembatan letung - bandara 02

sebagai konektivitas antar 

daerah

2
Susun Rencana Induk Jembatan Provinsi sebagai turunan 

dari Rencana Jaringan Jalan Daerah (RJJD) 2021–2041.

Pada tahun 2025 sudah dilakukan pengajuan penganggaran, namun belum 

dapat diakomodir karena belum adanya ketersediaan anggaran tersebut.

akan diusulkan kembali 

pada tahun anggaran 

berikutnya

3
Masukkan pembangunan jembatan sebagai prioritas utama

dalam RKPD dan KUA-PPAS 2026–2027.

Pembangunan jembatan sudah dimasukkan dalam dokumen RKPD 2026 dan 

menjadi salah satu prioritas dalam komponen penyusun indeks infrastruktur 

RPJMD tahun 2025 – 2029 antara lain:

1. Pembangunan Jembatan Sekunyam - Pian Tengah, Kabupaten Natuna

Pembangunan jembatan 

prioritas dalam RKPD dan 

KUA - PPAS 2026 - 2027



Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD 

Pada LKPj Tahun 2025

No Rekomendasi DPRD LKPJ Tahun Sebelumnya
Tindak lanjut (Program/Kegiatan/Regulasi/ Kebijakan/Anggaran) di 

Tahun 2025/2026

Tujuan/Masalah yang 

diselesaikan

4

Optimalisasi tugas pembantuan dan Dana Alokasi Khusus 

(DAK) dari pusat untuk pembangunan jembatan di daerah 3T 

(Tertinggal, Terdepan, Terluar).

Syarat yang harus dipenuhi dalam menentukan pembangunan jembatan pada 

tugas pembantuan dan DAK yaitu: 1. Termasuk ke dalam ruas jalan provinsi. 2. 

Menjadi akses utama dalam daerah. 3. Ketersediaan Dokumen Lingkungan ( 

AMDAL/UKL-UPL). 4. DED meliputi gambar dan Owner Estimate (OE)

mengoptimalkan dana dari 

pusat terkait pembangunan 

jembatan di daerah 3T

5

Lakukan sinkronisasi program jembatan dengan 

kabupaten/kota, terutama jembatan strategis lintas batas 

administrative.

Pemerintah Provinsi telah mengupayakan koordinasi dengan Pemerintah 

Kab/Kota terkait pembangunan jembatan sebagai penghubung lintas batas 

administrasi seperti bentuk kerjasama pembangunan berupa skema pendanaan 

bersama antara provinsi, kabupaten/kota, serta dukungan dari pemerintah pusat 

melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun sharing anggaran program 

strategis daerah..serta pemenuhan readiness criteria (RC) teknis pembangunan.

Sudah dilakukan 

sinkronisasi

6

Reformulasi struktur belanja penataan ruang, alokasikan 

minimal 1-2% dari total belanja Dinas PUPR untuk penataan 

ruang.

1. Pada tahun 2025 anggaran penataan ruang sebesar Rp 920,672,103 (0,67%) 

dari total pagu anggaran Rp 138,175,806,364.

2. Pada tahun 2026 Rp 971.985.300 (0.36%) dari total pagu anggaran OPD 

269.708.139.204, berdasarkan progres dokumen RTRW tahun 2026 hampir 

selesai.

meningkatkan capaian 

kinerja dalam penetapan 

dokumen penataan ruang

7

Integrasikan rencana tata ruang dalam pembangunan jalan, 

jembatan, dan irigasi, agar pembangunan infrastruktur 

sejalan dengan kebijakan ruang.

dalam penyusunan rtrw sudah memuat rencana sektor-sektor terkait termasuk 

pembangunan jalan, irigasi, sda, pelabuhan dll. 

integrasi rencana tata 

ruang dalam pembangunan

jalan, jembatan, dan irigasi

8

Prioritaskan penyusunan dan pemutakhiran RTRW dan

RDTR kawasan strategis (perbatasan, kawasan pertumbuhan

ekonomi, pesisir).

Dokumen RTRW provinsi sudah disusun namun masih dalam proses penetapan 

Perda, Dokumen RDTR menjadi kewenangan kabupaten/kota

Penyusunan Dokumen 

RTRW menjadi dasar 

dalam implementasi 

Penataan Ruang di 

Kepulauan Riau



Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD 

Pada LKPj Tahun 2025

No Rekomendasi DPRD LKPJ Tahun Sebelumnya
Tindak lanjut (Program/Kegiatan/Regulasi/ Kebijakan/Anggaran) di 

Tahun 2025/2026

Tujuan/Masalah yang 

diselesaikan

9

Perkuat koordinasi lintas OPD, terutama dengan Dinas 

Lingkungan Hidup, Perhubungan, Kelautan, dan 

Bappeda.Evaluasi ulang skema belanja pada urusan wajib, 

terutama belanja modal, agar tidak terkena tunda bayar.

dalam proses perencanaan pembangunan pada setiap tahun anggaran, 

berdasarkan permendagri nomor 86 tahun 2017 meliputi persiapan penyusunan 

awal, penyusunan rancangan musrembang, penyusunan rancangan akhir KUA-

PPAS, sampai kepada nota keuangan setiap proses diatas selalu melibatkan 

stakeholder terkait seperti bappeda, bpkad, biro pembangunan dengan 

mempertimbangkan skema belanja pada urusan wajib dan pelayanan dasar 

sesuai dengan tupoksi masing-masing OPD.

penguatan koordinasi lintas 

opd dan evaluasi skema 

belanja dan pengendalian 

kas daerah

10
Perkuat fungsi cashflow forecasting dan pengendalian kas 

daerah, agar belanja wajib memiliki jaminan pembayaran.

11
Susun prioritas pembayaran dan proyek berdasarkan urgensi 

pelayanan dasar, bukan hanya nilai anggaran.

Dinas PUPP pada tahun 2025 sudah mengikuti rekomendasi terkait penyusunan 

prioritas pembayaran, pembayaran kegiatan fisik/nonfisik dilakukan setelah 

selesai pekerjaan dan pengajuan seluruh SPM sesuai dengan batas waktu 

penginputan tanpa mengecualikan berdasarkan nilai anggaran

prioritas pembayaran

proyek pelayanan dasar

12
Pastikan tidak ada lagi tunda bayar pada urusan wajib 

pelayanan dasar, sesuai prinsip money follows program. 

Dinas PUPP sudah menerapkan sesuai dengan prinsip money follows program, 

namun tunda bayar terjadi dikarenakan kurangnya kemampuan anggaran dan 

menjadi kewenangan BKAD selaku pengelola keuangan daerah.

sudah menerapkan prinsip 

money follows program

13

Tingkatkan disiplin dan integrasi perencanaan-rencana kas

pelaksanaan agar urusan wajib tidak terkompromikan akibat

defisit.

Dinas pupp sudah melaksanakan sesuai rekomendasi yang diberikan sehingga 

urusan wajib tidak terkompromi akibat defisit.

Perlu pemahaman yang komprehensif bahwa pagu anggaran yang 

direncanakan di dokumen perencanaan sampai kepada penyusunan KUA-PPAS 

masih bersifat indikatif, sedangkan proses nota keuangan sampai menjadi 

dokumen DPA itu adalah pagu yang sudah final, namun begitu tidak menutup 

kemungkinan adanya kebijakan anggaran baik dari pusat maupun daerah yang 

mempengaruhi proses pelaksanaan pembangunan yang berdampak kepada 

kebijakan defisit anggaran

peningkatan disiplin dan 

integritas Perencanaan - 

Rencana kas urusan wajib 

agar tidak terkompromi 

akibat defisit



Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD 

Pada LKPj Tahun 2025

No Rekomendasi DPRD LKPJ Tahun Sebelumnya
Tindak lanjut (Program/Kegiatan/Regulasi/ Kebijakan/Anggaran) di 

Tahun 2025/2026

Tujuan/Masalah yang 

diselesaikan

14

Revisi pendekatan perencanaan berbasis lahan dan kesiapan 

teknis untuk memastikan program tidak mandek karena 

aspek non anggaran.

pada umumnya dalam proses pembangunan infrastruktur khususnya, salah satu 

readiness criteria yang harus disiapkan adalah kesiapan lahan namun begitu 

beberapa hal yang menjadi kendala adalah

1. proses pengadaan/pembebasan lahan yang membutuhkan waktu cukup lama.

2. kesiapan anggaran untuk pembebasan lahan juga sangat minim dan bahkan 

melibatkan stakeholder atau pemerintah daerah lainnya yang menjadi sharing 

cost sering tidak terpenuhi.

kesiapan teknis dalam 

menjalankan program agar 

tidak mandek

15
Tingkatkan efisiensi penganggaran dengan penguatan 

budget tagging pada indikator RPJMD.

pagu anggaran yang ditetapkan pada RPJMD tahun 2025 - 2029 telah melalui 

proses penyesuaian proyeksi pendapatan daerah yang bersumber dari badan 

pendapatan daerah melalui koordinasi bappeda, adapun pagu setiap indikator 

RPJMD telah disesuaikan dengan target yang direncanakan.

penguatan budget tagging

pada indikator RPJMD

16

Evaluasi struktural jumlah Non-ASN dan tetapkan strategi 

penguatan kelembagaan melalui peningkatan kompetensi 

ASN teknis.

tahun 2025 DPUPP tidak ada lagi Non-ASN karena pada bulan november 

semua tenaga Non-ASN sudah diangkat PPPK

peningkatan kompetensi ASN teknis sudah dilakukan dengan cara 

menganggarkan pelatihan setiap tahunnya

evaluasi struktural jumlah 

non-ASN dan penguatan 

kelembagaan melalui 

peningkatan kompetensi 

ASN

17
Penguatan sistem manajemen kas dan belanja multiyears 

agar tunda bayar tidak berulang.

penguatan sistem manajemen kas dilaksanakan melalui sistem SIPD dengan 

berkoordinasi kepada BKAD dan untuk belanja multiyears adalah salah satu 

kebijakan anggaran yang salah satu fungsinya agar menghindari adanya tunda 

bayar, dimana dengan sistem multiyears beban anggaran dibagi dalam 

beberapa tahun sehingga ruang fiskal lebih terjaga.

penguatan sistem 

manajemen kas dan 

belanja multiyears



PENCAPAIAN TARGET RPJMD LKPj GUBERNUR KEPULAUAN RIAU 2025

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Tahun

Tujuan Sasaran Indikator Tujuan/Sasaran bobot nilai Target 2025 Realisasi 2025
% Capaian 

Target 
Perangkat Daerah

Mewujudkan Pemerataan 

Infrastruktur Kewilayahan yang 

terintegrasi, strategis dan 

memiliki daya ungkit

Indeks Infrastruktur (Indeks)

64,3 74,11 115,26

Air Minum (Akses Air Minum Aman) 0,3634 26,75 42,58 159,18 DPUPP

Persentase Jalan Kondisi Mantap 0,3366 81,1 81,11 100 DPUPP

Sanitasi (Rumah Tangga Dengan 

Akses Sanitasi Aman) 0,4889 7,76 8,82 114 DPUPP

Listrik (Rasio Elektrifikasi) 0,5166 98,8 99,45 101 ESDM

Telekomunikasi (Kualitas Sinyal 

Telepon dan Sinyal Internet) 0,4987 100 99,77 99,77 KOMINFO

Meningkatnya kualitas 

infrastruktur publik

Rasio Capaian Infrastruktur Ke-

Puan (%) 30,26 38,19 30,26 79,23

Persentase Jalan Kondisi Mantap
0,3366 81,1 81,11 100 DPUPP

Akses Rumah Tangga Perkotaan 

terhadap Air Siap Minum Perpipaan 

(%) (Air Minum)
0,3634 50,35 34,33 68 DPUPP

Sanitasi (Rumah Tangga Dengan 

Akses Sanitasi Aman) 0,4889 7,76 8,82 114 DPUPP

Persentase   tersedianya   air   baku   

untuk   memenuhi kebutuhan 

penduduk
0,2945 76,84 55,79 72,61 DPUPP



TERIMA KASIH

Rodi Yantari, S.T, M.M, M.T

Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan 

Ruang dan Pertanahan

dpupp@kepriprov.go.id

http://pupp.kepriprov.go.id

@dinaspuppkepri
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